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A. Latar Belakang

aterat.hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang

an membutuhkam=tanah, tidak lam kehidupan, tetapi dalam

atian pun manusia tetap membutuhkan sebidang tanah. Jumlah tanah yang

pat dikuasai oleh manusia

tds, sedangkan jumlah orang yang

butuhkan tanah sel
ya embutuhkan la anya kemajuan dan
pembang ONOFF ' ) 0gi_yang menuntut
tersediany ~hdasyaweral dalam memperoleh tanah

a de gKARaAWIA[NGI jual beli. Kata

jual beli disini dala ia pat diartikan, dimana seseorang mengeluarkan

sering melakuk

uang untuk mendapatkan bara ang'diinginkan dengan sukarela.?

Masalah agraria merupakan masala pg_memerlukan perhati@h dan
pengaturan khusus, jelas dan segera. Oleh karena itu, dalam Pasal 33 ayat (3)
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan

sebagai berikut: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

! John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, him. 37.

2 Avita Nendy Falief Yolanda, Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Di Bawah
Tangan Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, DIPONEGORO LAW
JOURNAL Volume 8, Nomor 3, Tahun 2019,him. 17.



rakyat”. Artinya negara yakni pemerintah mempunya hak dan kewajiban untuk
menguasai dan mengatur sistem tentang pertanahan guna terhindar dari
kesewenang-wenangan, sehingga prosedur perjanjian jual beli tanah tersebut
diatur oleh hukum. Khususnya terkait pentingnya pengaturan tentang

pentingnya prosedur jual beli notarial tersebut.®

ndangsbndang Dasar-Rokok-Pokgk Agraria Nomor 5 Tahun 1960
al 26 ayat (1) menentukan baliwa: i, tukar menukar, hibah, hadiah,

gksudkan untuk peralihan hak milik

ngan wasiat dan perbuatan lain” yang di

a pengawasannya diafur dengan perptiran pemerintai=lual beli juga

K Pe
per dengan mana ad
T

Suatu \J Cl J A E E."

KARAWANG

Istilah jual belifhak atas,tanah hanya disebutkan dalam Pasal 26 Undang

an dalam Pasal adalah suatu

diperjanjika
Undang Pokok Agraria yangimenge entang jual beli hak milik atas tahah.
Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam,pasal~pe in tic yebutkan
jual-beli, tetapi disebut sebagai pengalihan: i pengalihan
menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk mengalihkan hak

atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar menukar dan hibah

3 Joko Sadewo, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta Di
Bawah Tangan, SOL JUSTICIA, VOL. 2, NO. 2 Desember 2019, him. 189.



wasiat. Jadi, meskipun pasal tersebut hanya menyebutkan pengalihan, salah

satunya adalah perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah karena jual beli.*

Lembaga jual beli hak atas tanah yang merupakan perbuatan hukum yang
bersifat tunai, sehingga jual beli hak atas tanah yang terpenting adalah
kepentingampilakepembeli dalam hubungannya dengan pihak penjual. Hak atas

lhfyang bersangKltan..sudah ~“bergi epada pembeli pada waktu

buatan hukum jual belinya selesai dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat

ta Tanah (PPAT).

Peralihan hak atas hd stian hukum,

\

Berdasarkan Peraturan P Tentang Pendaftaran

Tanahiun hukum atas-tanah-maka Setiap-kali terjadi

perubahan kepemilikan hak atas tarfe arus  didaftarkan. Perubahan

A
kepemilikan dapatididaftarape IRAWANﬁoleh PPAT.

Hal ini diatur dalamiRasali8#&ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 yaitu : “Peralihan hakidtas, tana hak milik atas satua mah
susun melalui jual beli, tukar-menukar, hiba pasukan dalam_peftiSahaan
dan perbuatan hukum peralihan hak lainnya, kecuali peralihan hak melaui
lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh

PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku”.®

4 Adrian sutedi, Peralihan hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 20086,

him. 76.

% Boedi harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria
Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2003, him. 221.



Dari ketentuan Pasal 37 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa peralihan
hak atas tanah ini hanya dapat didaftarkan apabila peralihan hak atas tanah
tersebut dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Sehingga peralihan
hak atas tanah yang tidak dibuktikan dengan akta PPAT tersebut tidak dapat
dilakukan pendaftaran, yang mana hal ini bertentangan dengan praktik yang

masih dijumpai di masyarakat.

un Kenyataanaya, Jualbeli g terjadi di masyarakat masih

yak di lakukan di bawah tangan yaitt juat beli tanah antara pihak penjual

gan pihak pembeli hanya menggunakag@/kwitansi sebagai alat bukti bahwa

) terjadinya jual beli
asyarakat, yang jual-beli : 2mbelian berupa
kwi

pembelianadanntidak berpikir ak perpotensi menimbulkan

KARAWANG

Berdasarkan kejadian ebut diatas menemukan kasus putusan Nomor
18/Pdt.G/2019/PN.Grt, mengenai, jua i hak atas tanah yang dilakukKan
dibawah tangan dengan alat bukti berupa’sélembar kwitanst."Pada tahuna#1978
Nunung menjual tanahnya kepada Siswanto ,telah mengadakan transaksi jual
beli sebidang tanah berikut rumah di atasnya dengan Surat Hak Milik (SHM)
nomor: 1726 tanggal 8 Januari 1976 atas nama Nunung seluas 115 m2 terletak
di Jalan Ciledug Belakang Nomor 167 RT 001 RW 011 Kelurahan Kota Kulon

Kecamatan Garut Kabupaten Kota Garut dengan bukti transaksi jual tanah

tersebut berupa selembar kwitansi tanpa adanya akta yang dibuat oleh PPAT.



serta hanya disaksikan oleh warga setempat sehingga jual beli tanah tersebut
terjadi oleh pihak penjual dan pembeli, maka tanah dan rumah di atasnya

menjadi milik penggugat sebagai pembeli yang sah.

Namun Karena kesibukan penggugat, sampai saat ini belum sempat
membuat Perjanjian Jual Beli (AJB) , Kemudian penggugat telah datang ke

Kantor BadamsRestanahan Nasional dan Tata Ruang (BPNTR) Kabupaten Garut

hbérmaksud™ Untuk membuat sertifikat ilik untuk dibalik atas nama

ggugat, tetapi Pejabat Badan Pertanahdn Nasional dan Tata Ruang (BPNTR)

Te djapermasalahan yang terja akan sangat merugikan pembeli,

A o
karena pembelitida [ epa AWA.MGaIihan hak atas

0 bene telah membayar sejumlah uang kepada

tanah yang dibelinya

pembeli. Secara normatif se at ya ibeli tidak ada bukti perali ak

atas tanah yang bersangkutan dan sertip ersebut tetap atasnama pefjual,

walaupun sudah diserahkan kepada pembeli.

Transaksi jual beli tanah, terutama pada tanah yang kepemilikannya
belum terdaftar atau belum bersertifikat, dapat memiliki risiko hukum yang
lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk objek jual beli hak atas tanah yang belum

terdaftar atau belum bersertifikat, harus lebih mencermati dan berhati-hati, agar



penjual sebagai pihak yang sah dan berhak menjual lebih jelas. Apabila jual beli
atau pengalihan tersebut dilakukan tanpa melalui PPAT atau hanya dengan
persetujuan pribadi tanpa dicatatkan di PPAT, dapat menimbulkan resiko
karena nantinya data pendaftaran tanah tidak dapat diubah oleh Badan

Pertanahan Nasional.

Perlindungan, hukum terhadap pemenuhan hak-hak pembeli apabila

s(0 OREld Uadla

anjian pengi jual beli sangat tergantung kepada

uatan dari perjanjian pengikatan jual belt yang dibuat, yaitu jika dibuat

adap akta di bawah t
naotal

perI|
Pada pra nya, pembeli beritika diartikan sebagai pembeli yang

e LARAWANG: oo

penda yang dijualnya. sebenarnya mengartikan

aka dengan sena 3 3 Ingga kekuatan

sekali-kali tidak

satunya) orang yang be

pembeli beritikad baik sebagain pemMbelimyang tidak mengetahui adlanya

kekeliruan dalam proses jual beli (pe an_hak), sep salnyagitelah

dicabutnya surat kuasa penjual oleh pemilik asal tanahnya. Namun, itikad baik
juga mulai memperoleh makna lain, yaitu bahwa Pembeli telah dianggap
beritikad baik, apabila jual beli telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
oleh Undang-Undang. Pembeli juga dianggap sebagai pembeli yang beritikad

baik, jika tanah diperoleh dari kantor lelang negara, berikut surat-surat

kepemilikannya.



Hal ini dalam Penyelesaian Jual Beli Tanah Secara di bawah tangan
membahas mengenai permasalahan jual beli tanah secara di bawah tangan dan
mengkaji untuk upaya hukum terhadap penyelesaian permasalahan jual beli
tanah secara dibawah tangan yang dilakukan oleh pihak pembeli agar jual beli

yang dilakukan tanpa akta PPAT dapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Aen peaulis, yang seharusnya terjadi adalah pembeli yang sudah

beril paik membetistanah di bawah npa di hadapan Notaris/PPAT

g mana masih banyak permasalahan §ang“timbul mengenai jual beli tanah

bawah tangan, maka dari itu membutgtikan adanya perlindungan hukum

Ientang Perlindungan

ibawah=T2 'Liﬂ» Berdasarkan

adap akta di bawah tangar

belumnya suda

Huk

Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun entang Pendaftaran Tanah dan

"KARAWANG.........

sebelumnya mengenal*Prakt ] Beli Tanah Dibawah Tangan yaitu:

beli Ata

untuk menjaga

1. Nur Asmi Universitas Islal ege ddin Makassar Ta 2020.

Dengan Judul Tinjauan Perlindungan Ht al Beli Tanah_DRiFBawah

Tangan Di Hadapan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Pajukukang
Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros). Kesimpulan dalam skripsi yaitu
terhadap Keabsahan jual beli tanah dibawah tangan dihadapan kepala desa
dianggap sah menurut hukum, bilamana sudah terpenuhinya unsur-unsur

dan syarat-syarat materil dan telah memenuhi aturan dan syarat yang



ditentukan oleh desa. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penulis
yaitu bukan membahas keabsahan jual beli tetapi membahas perlindungan
hukum terhadap Pembeli Atas Praktik Jual Beli Tanah Di bawah Tangan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah, Persamaan Penelitian sebelumnya dengan Penulis
adalah terletak pada objek penelitian yaitu jual beli tanah di bawah tangan.

aliggl Riska, Universitas Islani Negeri Alauddin Makasar Tahun
017. Dengan Judul Tinjaua Hik'erhadap Jual Beli Tanah Di

ai. Kesimpulan dalam skripsi ini

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Si '/

ersebut menunjukkanzbahwa masyarakat-keca: atan=tetlulimpoe termasuk

asyarakat yang mas

»
ng ka AUk berlaku. Hal
B
a dilihat dari I g masih melakukan
prak belTtana ki

Agkta-ba v:lnr;"inl'- - anan di bawah

wHKARAWANG

hukum. Perbedaan darispenelitian sebelumnya dengan penulis yaitu bukan

tangan bellug

membahas tinjauan htlkm tetapipmembahas perlindungan hukum terhgdap

Pembeli Atas Praktik Jual B anga pawah Tangan, RefSamaan

Penelitian sebelumnya dengan Penulis adale elitian

yaitu jual beli tanah di bawah tangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum

Terhadap Pembeli Atas Praktik Jual Beli Tanah Di bawah Tangan



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah ( Studi Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN Grt ) “

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dibalas pada penelitian ini dirangkum dalam
rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaim Rerlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli

Yang Dilakukan Di Bawah

Bagaimana Pertimbangan Hakim T€ntarlg Jual Beli Tanah Dengan Akta

Di Bawah Tangan Dalam Putusan Nopnor 18/Pdt.G/2019/PN.Grt ?

Tujuan Penelitian

dasarkan permu ! iR tujuan dari
pen ini adalah : I
1. Un eta adap Pembeli Dalam Jual
"KARAWANG

abangan hakim tentang jual beli tanah dengan

Beli Tana
.

2. Untuk Mengeta

N P

akta di bawah tangan da Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Grt

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:
1. Manfaat Teoritis
a. Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk
menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari
menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-

citakan.



b. Ditinjau dalam segi ilmu pengetahuan, di harapkan penelitian
ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap
perkembangan ilmu hukum vyaitu khususnya dalam bidang
hukum perdata.

c. Di harapkan dapat memberikan bahan referensi bagi
kepentingan yang sifatnya akademik dalam hal pembelajaran
hukum baik Seeara sektoyal maupun secara menyeluruh dan
sebagai bahan ta baﬁmm kepustakaan yaitu dalam

bidang hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis== ==
Manfaat PUi Padalah untuk
3rbendaharaan etahuan m perkara perdata
-olwrl Pra al Beli Tanah

Dibawa pgan mwnwnenwmor 24 Tahun

1997 Tentang,.Pendaftaran Tanah.

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan Hukum adalah pe ngan ake abat,Serta
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang @ hukum
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan



terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak

terpenuhinya hak-hak tersebut.®

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam
upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan

rasaa » balk secara’pikitan maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam

an dari pihak manaptm:L_PerlindimganHukum merupakan penyempitan

I dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.

lindungan yang diberikan oleh terkait pula_dengan adanya hak dan

bagai subyek hukum dalam
ya Sebagai subyek

hukum manusi iliki-rak-dan-kewajiba etakl Jatu tindakan

'CK{ARJA\WAJNakaum adalah

perlindungan akan ha dan‘martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi

jiban, dalam ini yan

interaksi ya dengan ses

hukum.

Philipus

manusia yang dimiliki oleh sO h berdasarkan ketentuan hukugh dari

kesewenangan atau sebagai kumpulan pe an atau katdah'yang akapgdapat

melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berartt hukUm memberikan

perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang

mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.®

¢ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia, Bina llmu,Jakarta, 1987, him.
25.

" C.S.T. Kansil, Pengantar 1lmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, Balai Pustaka,
Jakarta, 1989, him. 102.

8 Ibid him. 26.



Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada
dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah
tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah

kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
3 an ketakutan, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

Jane hak asas
etiap.orang berhak-untuk beba nyiksaan..atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat magusiq dan berhak memperoleh suaka

politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G:=Bndang=tindang] Dasa gara=Republik Indonesia
1945 bermakna bau ndungan dari
Negara'baik bagi dirinya ua aupun martabat dan
harta benda ; Saos \:‘ VL Soliaeeere emiliki hak

atas rasa a

' ”"WﬁRKW?’-\"N”Gk e

bertindak yang tidakisesti@iidengan hak asasi manusia.

Warga Negara jugaiberhakluntuk terhindar dan bebas dari tindgkan

penyiksaan dan perlakuan yang an_derajat dangmartabat

manusia juga untuk melindungi warganya. OIe negaradmembentuk
lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak
diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga
negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun

mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi



manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman
yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan
tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan

martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-

gtiasasterhadap kepentingan kepentingan tertentu yang tidak

aya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang

wenane N PE

dengan aturan hikwm,_ Perlindtn kum dapat digunakan dalam

g merupakan tujuan@ hulﬂn yang,

a kepastian hukum
pastian adalah Ud sFmsecara hakiki
haru dan adil. Kepasttan-huk ertanyaan.yang hanya bisa
dijawab \ ormatif bukan sosiolog ppEStian Hukum secara Normatif
adalah ketika "Sua at R‘AWA‘NG&‘ pasti karena

mengatur secara past [

wﬂat diwujudkan dalam bentuk

Kepastian Hukum sebagaiysala ujuan hukum dan dapat dikatakan
upaya mewujudkan keadilan. Bentuk ata_dar o ukKum adalah

pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindaka emandang

siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat
memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu,

kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu

ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum

9 Cst Kansil, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, him. 385.



tertulis. hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat
di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk
otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta

merta muRe epastian-kepastian dalam masyarakat. 1° kepastian hukum

hukum itu yaitu keadilan dan

anfaatan. Dalam hukum itu sendfri ik materil dan formil harus

enjunjung kepastian hukum agar keadilagn dan kemanfaatan yang menjadi

an hukum itu dapat

h menyampaika

mak'
artinya bahwakaktor berupa peft™eeggan Yapes#eTSitat positif (gesetzliches

Recht). Keduay g KA(R#WAN(&Chen) artinya

didasarkan pada kenyataanmKetiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan

cara yang jelas sehingga di

eNg |_kekeliruan dalam pemaknaag,
samping mudah dilaksanakan. Keé ukd if tic dah
diubah.tt

Bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari

perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut

10 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan
(Judicialprudence);Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman
Awal, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2010, him. 290.

11 0.Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011, him. 33-

34.



Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan
manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu
kurang adil.

Teori Kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah teori kepastian

hukum, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin

kepas ukumnya. Untek.tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak

perlu dilakukan interpretasi atau“penafsiran terhadap norma tersebut.

amun dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu ketentuan peraturan

undang-undangan yang.dianggap.tidaklepgkap ataJ.Lt.i.dak.jeIas seorang ahli

tidak dapat bertin ewenang
epastian hukum ] le terhadap tindakan
akan-d

sewenang e ang Dera ahwa._seseorang—ak Natamemperoleh

sesuatu ye harapkan dalam_ keaO® tertentu. > Hukum bertugas
menciptakan kepastia RAJWANﬁada ketertiban

masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian Ini Merupakan Penelitia Dengan Meng@tinakan
Metode Penelitian Kualitatif Dengan Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan
Sebagai Berikut :

1. Metode Pendekatan

12 Tjia Siauw Jan, Pengadilan Pajak :Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak,
Alumni, Bandung, 2013, him. 63-64.



Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Y uridis
Normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah
karena Data Utama yang digunakan adalah Data Sekunder yaitu berupa data
yang didapatkan berdasarkan Studi Kepustakaan, dan data penunjang adalah
Data Primer yaitu menggunakan data lapangan dimana hal tersebut dilakukan

dengan cara mencari di lapangan.

pesifikasisRenelitian
Spesifikasi dalam penelitian inj lah bersifat Deskriptif Analitis
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g tidak sesuai den h Nomor 24
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3. Tahapan Pene

gan praktek
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Tahapan penelitia

a) Menentukan permasalahian, tanapamiimispeneliti terlebihge
mencari dahulu masalah apa yang'e
b) Menentukan objek penelitian sebagai sumber data yang diambil.
4. Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum
primer serta bahan tersier diantarnya yaitu :

1. Bahan hukum primer



a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Hukum Agraria (UUPA),

d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Rendaftaran Tanah,
e. Peraturan Menteri-Neg raria / Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 3 Tghun 1997 Tentang Ketentuan

Pelaksanaam Peraturan=Peiperintah Nomor=24. Tahun 1997
Tentang aft
Bahan Huku
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bahan hukmn Primer, biasanya seperti buku-buku atau literatur yang
terkait dengan Praktek JuahBeli Tanah Di bawah Tangan Berdasagkan
Peraturan Pemerintah Nomer, 24 007 Tentang Pem@aftaran
Tanah.
3. Bahan hukum tersier
Berupa bahan hukum yang membantu bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder yang memberikan pemahaman informasi
yang diperoleh dari koran, majalah, ensiklopedia, maupun internet dan

pengertian terkait bahan hukum lainnya seperti Kamus Inggris-



Indonesia, Kamus Hukum Belanda- Indonesia, Kamus Besar Bahasa
Indonesia untuk membantu menganalisa data.
5. Analisis Data
Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif
dengan menggunakan metode Penalaran Hukum Aksiomatis yang mana

untuk menemukan landasan dan pembenaran atas suatu pendapat dengan

perhatikan.kesaling terkaitan antara/yersoalan hukum dengan ketentuan

Ukum dan antara ketentuan Fukum satu dengan ketentuan hukum

lainnya mengenai tentang jual beli di bafah tangan berdasarkan Peraturan

emerintah Nomor 24=Fahun=4997={T gntan Pendaftaraan Tanah dan

tlan ini guna meu

G. L Penelltlan
Adapumlo |dalam penelitia
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